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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Perjanjian 

A. Pengertian Perjanjian 

Menurut Prof.Subekti, SH, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana 

seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling 

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa tersebut timbullah 

suatu hubungan antara dua orang tersebut yang disebut dengan perikatan.5 

Perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Bab II Buku III Kitab Undang-

undang Hukum Perdata Pasal 1313, perjanjian adalah suatu perjanjian 

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.  

B. Syarat sah perjanjian 

Ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

menyebutkan bahwa : 

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :  

1.  sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ; 

2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ; 

3. suatu hal tertentu ; 

4. suatu sebab yang halal”. 

 

Dalam perjanjian terdapat dua pembagian yaitu : 

1) Syarat Subyektif       

 Terdiri dari syarat pertama dan kedua karena kedua syarat tersebut 

mengenai subyek perjanjian. Dengan diperlakukannya kata sepakat 

                                                             
5 Prof. Subekti, SH, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1990, hal. 1 
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mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah 

mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat suatu 

tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan 

kehendaknya tersebut.6 Sebagaimana Pasal 1321 dan 1322 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan cacatnya syarat 

subyektif bisa dikarenakan adanya kekhilafan atau diperolehnya 

dengan paksaan atau tipuan. Sedangkan kecakapan subyek hukum 

dalam melakukan perbuatan hukum dalam perjanjian sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :  

“setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perkatan oleh 

undang-undang dinyatakan tidak cakap” 

Sehingga dalam ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata yaitu : 

“tidak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah : 

1. orang-orang belum dewasa ; 

2. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan ; 

3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh 

undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada 

siapa undang-undang telah melarang, membuat persetujuan-

persetujuan tertentu”. 

 

Dalam hal ini belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai 

umur genap 21 (duapuluh satu) tahun dan sebelumnya belum kawin.  

 

 

                                                             
6 Prof. Mariam Darus Badruluzaman, SH, dkk, Kompilasi hukum perikatan, PT. Citra 

Aditya Bakti, Bandung 2001, hal 73 
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2) Syarat obyektif  

Terdiri dari syarat ketiga dan keempat karena kedua syarat tersebut 

mengenai objek perjanjian.  Suatu perjanjian haruslah mempunyai 

objek (bepaald onderwerp) tertentu,sekurang-kurangnya dapat 

ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang 

ada dan nanti akan ada.7 Syarat tentang barang tersebut dapat berupa : 

a) Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan; 

b) Barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum 

antara lain jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung 

umum dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan objek 

perjanjian; 

c) Dapat ditentukan jenisnya ; 

d) Barang yang akan datang. (Pasal 1332 KUHPerdata : “hanya 

barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat 

menjadi pokok persetujuan-persetujuan”)   

e) Objek Perjanjian. (Pasal 1333 KUHPerdata : “suatu persetujuan 

harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit 

ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah 

barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat 

ditentukan atau dihitung” 

f) Barang yang akan ada. (Pasal 1334 KUHPerdata,  : “Barang 

yang baru, akan ada di kemudian hari apat menjadi pokok suatu 

                                                             
7 Ibid hal. 79 
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perjanjian. Tetapi tidaklah diperkenankan untuk meleaskan 

suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta 

diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun 

dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan 

warisan yang menjadi pokok persetujua itu”) 

 

Syarat objektif tentang causa halal atau sebab-sebab yang halal 

dan bukan untuk sebab yang terlarang yang sudah dilarang 

dalam peraturan perundang-undangan maupun kesusilaan atau 

ketertiban umum. 

C. Asas-asas hukum perjanjian 

1) Asas kebebasan berkontrak 

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka yang artinya hukum 

perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada 

pembuatnya untuk membuat perjanjian yang berisi apa saja asalkan 

tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.8 Sebagaimana 

disebutkan dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata bahwa : “Semua 

persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya.  

2) Asas konsensualisme 

Asas konsensualisme berarti dalam suatu perikatan telah lahir pada 

saat kata sepakat antara para pihak, dan perikatan ini  sah tanpa 

memerlukan suatu formalitas. Dengan kata lain, asas konsensualisme 

                                                             
8 Prof Subekti, SH, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1979 hal 13 
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ini menitikberatkan pada unsur saling menerima secara bulat dan 

menyetujui tanpa keberatan. Keberadaan asas ini menjadi sangat 

penting dalam perumusan perikatan bahkan menjadi salah satu syariat 

sahnya perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata 

yaitu adanya kata sepakat.9  

3) Asas Mengikatnya Perjanjian (Asas Pacta Sunt Servanda)  

Asas ini dapat disimpulkan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan akibat hukum suatu 

perjanjian, yaitu adanya kepastian hukum yang mengikat suatu 

perjanjian. 

4) Asas Itikad Baik  

Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, yaitu : “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan 

itikad baik” 

D. Prestasi dan wanprestasi 

1) Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh para pihak dalam 

perjanjian. Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, ada tiga macam 

prestasi yang dapat diperjanjikan, yaitu:  

a) Untuk memberikan sesuatu, yang ditentukan dalam ; 

b) Untuk berbuat sesuatu ; 

c) Untuk tidak berbuat sesuatu. 

                                                             
9 Dr. Fajar Sugianto, Hukum Kontrak , SETARA Press, Surabaya, 2015 hal 7 
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2) Wanprestasi adalah suatu kejadian dimana seseirang atau salah satu 

pihak dalam perukatan tidak melakukan prestasi sama sekali atau 

melakukan prestasi yang keliru. Juga termasuk dalam hal 

keterlambatan melakukan prestasi, sehingga wanprestasi ialah juga 

dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang 

telah dijanjikan.10 Pelanggaran janji tersebut dapat berbentuk: 

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. 

2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak 

sebagaimana dijanjikan. 

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. 

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukan. 

E. Perjanjian Kredit  

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat 

riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessoir-

nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian 

pokok Arti riil ialah bahwa terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh 

penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.11  

Menurut Sutan Remy Syahdeni, perjanjian kredit merupakan dasar 

yang memberikan hak bagi nasabah untuk menggunakan kredit.12 

                                                             
10 Ibid hal. 13 

11 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 71 

12 Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan, Cetakan Pertama, Airlangga University 

Press, Surabaya, 1996, hal. 35 
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Persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak 

(nasabah) dimana pihak peminjam berkewajiban melunasi pinjamannya 

setelah jangka waktu tertentu dengan bunga yang telah ditetapkan itu 

dinamakan ”perjanjian kredit” atau ”akad kredit”. 

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/124/ UPP/SU, 

tanggal 3 Desember 1966 angka 1, dikatakan bahwa untuk setiap 

pemberian kredit harus dibuat perjanjian kredit secara tertulis dan harus 

dipenuhi ketentuan yang berlaku seperti bea materai dan sumbangan lalu 

lintas kredit. 

F. Klausul Perjanjian Kredit 

Di dalam formulir surat perjanjian kredit yang disediakan oleh bank 

biasanya terdapat klausula-klausula sebagai berikut: 

1) Klausula pemutusan kredit sewaktu-waktu. 

Dalam klausula ini biasanya terdapat kata-kata sebagai berikut: 

”Bank sewaktu-waktu tanpa harus memperhatikan suatu jangka waktu 

tertentu dapat mengakhiri perjanjian ini. Semua hutang pemegang 

rekening berdasarkan perjanjian ini yang menurut pembukuan bank 

telah berjalan beberapa waktu dapat ditagih dengan segera”. Apabila 

bank kemudian terpaksa harus melaksanakan klausula tersebut maka 

waktunya (timing) harus dipilih waktu yang paling tepat sehingga 

menguntungkan bagi bank. Klausula ini biasanya dipergunakan oleh 

bank dalam keadaan-keadaan tertentu.Pelaksanaan klausula ini 
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diperkuat dengan adanya aksep atas tunjuk dari debitur, yang dibuat 

dan ditanda tangani bersamaan dengan penanda tanganan surat 

perjanjian kredit. 

2) Klausula Pengecualian 

Dalam klausula ini dicantumkan bahwa debiturdiwajibkan untuk 

menggunakan jasa-jasa bank dimana ia mendapat kredit dalam 

melakukan transaksi keuangannya. 

3) Klausula Kepastian 

Tujuan daripada klausula kepastian ialah agar adanya kepastian 

bagi bank untuk menerima kembali pembayaran daripada kredit yang 

telah diberikannya. Dalam klausula ini biasanya terdapat kata-kata 

sebagai berikut: ”Untuk menambah jaminan dan kepastian tentang 

pembayaran kembali yang sepatutnya jumlah kredit yang 

dipergunakan dan pelunasan yang seksama daripada bunga dan biaya 

lainnya yang timbul dari perjanjian ini, maka pemegang rekening 

sebelum mempergunakan kredit ini harus menyerahkannya jaminan 

kebendaan dengan segala pembebasan yang bagaimanapun sifatnya 

kepada bank, untuk sama berlaku akta” 

G. Pihak dalam Perjanjian Kredit 

Adapun pihak-pihak dalam perjanjian kredit antara lain: 

1) Pihak Pemberi Kredit atau kreditur, yaitu Pihak pemberi kredit atau 

kreditur adalah bank atau lembaga pembiayaan lain selain bank. 

2) Pihak Penerima Kredit atau debitur.  
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Pihak penerima kredit atau debitur adalah pihak yang dapat 

bertindak sebagai subyek hukum. Subyek hukum adalah sesuatu badan 

yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan 

hukum, baik perbuatan sepihak maupun perbuatan dua pihak. Pada 

dasarnya subyek hukum terdiri dari:  

a) manusia (person)  

b) badan hukum (rechtpersoon) misalnya Perseroan Terbatas 

(PT). 

 

2. Jaminan 

A. Pengertian Jaminan 

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah zekerheid atau 

cautie, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi 

perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan 

benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman 

atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.13 

Menurut Mariam Darus Badrulzaman merumuskan jaminan sebagui 

suatu tanggungan yag diberikan oleh seorang debitur dan/atau pihak ketiga 

kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya didalam suatu perikatan 

(Mariam Darus Badrulzaman, 2000:20). Hal yang sama dikemukkan oleh 

Hartono Hadisaputro, yang menyatakan jaminan adalah suatu yang 

diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa 

                                                             
13 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 66 
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debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang 

timbuk dari suatu perikatan (Hartono Hadisaputro, 1984 : 50)  

Dari perumusan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jaminan 

itu suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, yaitu berupa 

kebendaan tertentu yang diserahkan debitur kepada kreditur sebagai akibat 

dari suatu hubungan perjanjian hutang piutang atau perjanjian lainnya.  

Dengan kata lain, jaminan berfungsi sebagai sarana atau menjamin 

pemenuhan pinjaman atau hutang debitur seandainya wanprestasi sebelum 

sampai jatuh tempo pinjaman atau hutangnya berakhir. 

B. Fungsi Jaminan 

Dengan adanya kebendaan jaminan, hal ini dimaksukan untuk 

memberikan perlindungan dan sekaligus kepastian hukum, baik kepada 

kreditur maupun kepada debitur. Bagi kreditur, dengan diikatnya suatu 

hutang dengan jaminan kebendaan, hal itu akan memberikan kepastian 

hukum jaminan pelunasan utang debitur seandainya debitur wanprestasi 

atau dinyatakan pailit. Kebedaan jaminan akan memberikan jaminan 

kepastian hukum kepada pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya 

atau perseorangan bahwa hutang debitur (piutang kreditur) beserta dengan 

bunganya akan tetap kembali dengan cara menguangkan kebendaan 

jaminan utang yang bersangkutan. 

Sebaliknya, bagi debitur hal ini akan menjamin ketenangan dan 

kepastian dalam berusaha, karena dengan modal dimiliknya debitur yang 

bersangkutan dapat mengembangkan bisnis atau usahanya lebih lanjut. 
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Seandainya debitur tidak dapat  melunasi utang dan bunganya, maka pihak 

kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan harus lebih 

tinggi dibandingkan dengan nilai  hutangnya.14 

Adapun kegunaan kebendaan jaminan tersebut, untuk : 

1) memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk 

mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur  melakukan 

cidera janji yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu 

yang ditetapkan dalam perjanjian ; 

2) menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk 

membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk 

meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri 

sendiri atau perusahaannya dapat dicegah dengan atau sekurang-

kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat 

diperkecil; 

3) memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, 

khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-

syarat yang telha disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang 

ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan. 

C. Jenis-jenis Jaminan 

Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: 

1) Jaminan Materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan. Jaminan 

kebendaan mempunyai ciri-ciri ”kebendaan” dalam arti memberikan 

                                                             
14 Ibid, hal. 70 
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hak mendahului diatas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat 

melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan 

2) Jaminan Imateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan. Jaminan 

perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda 

tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat 

orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. 

D. Macam-macam Jaminan 

1) Jaminan Umum 

Jaminan umum adalah segala kebendaan debitur, baik yang 

bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun 

yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala 

perikatan perseorangan (pasal 1131 KUH Perdata).  

Serta terdapat dalam pasal 1132 KUH Perdata yaitu kebendaan 

tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang 

mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi 

menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecil piutang masing-

masing, kecuali apabila diantara para kreditur itu ada alasan-alasan 

yang sah untuk didahulukan. Tetapi tanpa diperjanjikan sebelumnya 

oleh para pihak, kreditur sudah mempunyai hak verhaal atas benda-

benda milik debitur. Jaminan umum tertuju pada semua benda milik 

debitur, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik yang 

sudah ada maupun yang baru akan ada. Berikut adalah beberapa 

kelemahan dari jaminan umum: 
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a) Para kreditur berstatus sebagai kreditur konkuren,dimana 

pengertian kreditur konkuren terdapat dalamAsas paritas 

creditorium yaitu pembayaran atau pelunasan hutang kepada 

para kreditur dilakukan secara berimbang/proporsional (ponds-

ponds gewijs). Artinya kedudukan para kreditur adalah sama, 

tidak ada yang lebih diutamakan diantara satu dengan yang 

lain. 

b) Kesulitan untuk mengidentifikasi dan menginvestasikan harta 

seseorang (debitur) dalam gugatan sita. 

c) Resiko timbul jika nilai harta debitur tidak dapat mengcover 

untuk pembayaran utangnya. 

2) Jaminan Khusus 

Jaminan khusus adalah jaminan yang timbulnya (terjadinya) karena 

diperjanjikan secara khusus. Penyediaan jaminan khusus itu 

dikehendaki oleh kreditur karena merasa jaminan umum kurang 

memberikan rasa aman. Jaminan khusus hanya tertuju pada benda-

benda khusus milik debitur (asas spesialitas), dan hanya berlaku bagi 

kreditur tertentu (khusus). Karena diperjanjikan secara khusus, maka 

kreditur pemegang jaminan khusus mempunyai kedudukan preferensi 

(separatis). Artinya dimana kreditur preferen memiliki hak untuk 

didahulukan dari kreditur lain dalam pengambilan pelunasan piutang 

dari benda objek jaminan. Apabila debitur pailit, kreditur preferen 

dapat bertindak terhadap objek jaminan seolaholah tidak ada 
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kepailitan, benda objek jaminan tidak dimasukkan ke dalam harta 

kepailitan (boedel pailit).  

Jaminan khusus dapat bersifat kebendaan (zakenlijk recht), yakni 

yang tertuju pada benda dan dapat pula bersifat perorangan 

(persoonlijk recht) yang tertuju pada orang tertentu. 

 

3. Fidusia 

A. Pengertian Fidusia 

Dalam terminologi belanda fidusia sering disebut dengan istilah 

lengkapnya fiduciare eigendom overdrach (FEO), Fidusia ini berasal dari 

kata fiduciair atau fides, yang artinya kepercayan, yakni penyerahan hak 

milik atas benda secara kepercayan sebagai jaminan (agunan) bagi 

pelunasan piutang kreditor. Penyerahan hak milik atas benda ini 

dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana 

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia 

(kreditur) terhadap kreditur lainnya.15 

sebagaimana Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia menyatakan :  

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya 

dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”  

Dari perumusan diatas, dapat  diketahui unsur-unsur fidusia, yaitu : 

                                                             
15 Ibid, hal 151 
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1) Pengalihan hak kepemilikan suatu benda ; 

2) Dilakukan atas dasar kepercayaan ; 

3) Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda. 

B. Objek Jaminan Fidusia 

Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (2) dapat 

diketahu bahwa objek jaminan fidusia adalah : 

• Benda bergerak, berwujud maupun tidak berwujud 

• Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan dengan hak 

tanggungan 

Objek (benda) jaminan fidusia dapat dberikan lebih dari satu fidusia 

yakni dalam hal pemberian kredit secara konsorsium (atau sindikasi). 

Namin demikian perlu kejelasan benda bagaimanakah yang dapat menjadi 

objek jaminan fidusia tersebut. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia 

terbatas pada benda bergerak berupa alat-alat perkakas rumah tangga, 

mesin-mesin kendaraan bermotor, saham-saham, surat-surat piutang dan 

lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena fidusia pada waktu itu 

dianggap sebagai suatu bentuk jaminan yang dipergunakan untuk 

menghindari salah satu ketentuan dari jaminan atas benda bergerak (gadai) 

yaitu larangan atas gadai tanpa penguasaan (Pasal 1152 KUHPerdata).16 

 

 

                                                             
16 Dr. Yusrizal, SH, MH, Aspek Pidana dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia,Media Nusa Kreatif, Malang, 2015, hal 21 
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C. Subjek Jaminan Fidusia 

Subjek jaminan fidusia adalah mereka yang mengikatkan diri dalam 

perjanjian jaminan fidusia, yang terdiri dari pemberi fidusia dan penerima 

fidusia. Pemberi fidusia yaitu debitur atau pihak yang memiliki hak atas 

suatu barang atau benda tertentu yang menyerahkannya kepada kreditur 

sebagai jaminan pelunasan atas pembayaran hutang yang diberikan oleh 

kreditur. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang jaminan Fidusia : 

“Pemberi fidusia adalah perseorangan atau korporasi pemilik benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia”. Orang perorangan yang dimaksud adalah 

individu sebagai subjek hukum  yang dianggap cakap atau dewasa 

menurut hukum, cakap yang dimaksud adalah sehat jasmani dan rohani 

dalam melakukan berbagai bentuk kontrak atau perjanjian dengan pihak 

lain. Korporasi yang dimaksud adalah suatu badan usaha atau badan 

hukum maupun usaha kemitraan yang dalam suatu perjanjian merupakan 

pihak yang  memberikan benda miliknya sebagai jaminan dengan fidusia. 

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang jaminan Fidusia menyebutkan bahwa : 

“Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang 

mempunyai piutang dan pembayarannya di jamin dengan jaminan fidusia” 

D. Asas-asas dalam Jaminan Fidusia 

1) Specialitas atas fixed loan, yaitu Jaminan fidusia merupakan suatu 

jaminan kebendaan yaitu jaminan berupa harta kekayaan baik benda 

maupun hak kebendaan, dijadikan untuk sesuatu ketika, apabila 
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debitur ingkar janji dapat diuangkan bagi pelunasan atas kredit 

tertentu. 

2) Accessoir, yaitu Jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari 

perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang. Di dalam perjanjian 

pemberian fidusia sering terdapat kata-kata yang menyatakan bahwa 

pemberian jaminan fidusia dikaitkan dengan adanya perjanjian kredit 

sebagai perjanjian pokoknya.17 

3) Hak preference, yaitu memberi kedudukan hak yang didahulukan 

kepada penerima fiduisa terhadap kreditur lainnya dalam pengambilan 

pelunasan piutang dari benda yang menjadi objek jaminan. Hak 

preference ini dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menadi 

jaminan fidusia pada kantor pendaftran fidusia. 

4) Droit de suite, sebagaimana ketentuan Pasal 20 UU Fidusia Jaminan : 

“fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia 

dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan 

benda pesediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.” Asas droit de 

suite ini sekaligus menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan 

hak kebendaan (zakelijkrecht) dan bukan hak perorangan 

(personrecht), dengan demikian hak jaminan fidusia dapat 

dipertahankan terhadap siapapun juga dan berhak untuk menuntut 

siapa saja yang menganggu hak tersebut, pemberian sifat hak 

                                                             
17 Satrio,J, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Bandung, Citra aditya 

bakti, 1993.hal. 128 
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kebendaan disini dimaksudkan untuk memberi kedudukan yang kuat 

kepada pemegang hak kebendaan, dengan memberikan sifat droit 

pada fidusia, maka hak kreditur tetap mengikuti bendanya kepada 

siapapun ia berpindah, termasuk kepada pihak ketiga .  

Asas droit de suite sebagai salah satu asas hak kebendaan pada 

jaminan fidusia muncul apabila benda objek jaminan fidusia itu 

didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Adanya pendaftaran ini 

mengakibatkan jaminan fidusia tidak lagi sebagai suatu perjanjian 

yang bersifat perorangan, melainkan perjanjian yang sudah memiliki 

sifat-sifat hak kebendaan. Jika jaminan fidusia tidak terdaftar , maka 

asas droit de suite menjadi tidak berlaku dan masyarakat umum dapat 

menganggap bahwa benda jaminan itu adalah milik debitur sesuai 

dengan apa yang terdapat dalam Pasal 1977 ayat 1 KUHPerdata. 

5) Asas Publisitas 

Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia ke instansi yang 

berwenang merupakan salah satu wujud asas publisitas yang sangan 

penting. Hal ini dimaksudkan dengan semakin terpublikasinya suatu 

jaminan utang maka akan semakin baik, karena kreditor ataupun 

khalayak ramai dapat mengetahuinya atau mempunyai akses untuk 

mengetahui informasi – informasi penting di sekitar jaminan utang 

tersebut.18 Asas publisitas ini menjadi sangat penting mengingat 

dalam jaminan fidusia fisik objek yang tidak diserahkan kepada 

                                                             
18 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang, Erlangga, Jakarta, 2013, hal 124 
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kreditur. dengan pendaftaran ini diharapkan agar pihak kreditor atau 

pun debitur tidak dapat melakukan fidusia ulang atau menjual objek 

jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur asal. 

E. Akta Jaminan Fidusia 

Pembebanan Fidusia dilakukan dengan menggunakan instrumen 

yang disebut dengan ”Akta Jaminan Fidusia”. Dimana Akta Jaminan 

Fidusia ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :  

1. Haruslah berupa akta notaris. 

2. Haruslah dibuat dalam bahasa Indonesia. 

3. Haruslah berisikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut : 

a. Identitas para pihak pemberi Fidusia, berupa : Nama lengkap, 

Agama, Tempat tinggal/tempat kedudukan, Tempat lahir/Jenis 

Kelamin, Status perkawinan, Pekerjaan ; 

b. Identitas pihak penerima Fidusia, yakni tentang data seperti 

tersebut dia atas ;  

c. Haruslah dicantumkan hari, tanggal, dan jam pembuatan akta 

Fidusia. 

d. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan Fidusia. 

e. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia, yakni 

tentang identifikasi benda tersebut, dan surat bukti 

kepemilikannya. Jika bendanya selalu berubah-ubah seperti benda 

dalam persediaan, haruslah disebutkan tentang jenis, merek, dan 

kualitas dari benda tersebut. 
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f. nilai penjaminan 

g. nilai benda sebagai objek jaminan 

 

F. Pendaftaran Fidusia 

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam pasal 11 sampai dengan 

pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 

dan sebagaimana Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2015 tentang Tata 

Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan 

Fidusia ketentuan Pasal 2 ayat (1) yaitu “Permohonan pendaftaran 

Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, 

permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan 

penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan oleh Penerima Fidusia, 

kuasa atau wakilnya kepada Menteri.”  

Dan pengajuannya dilakukan melalui sistem pendaftaran secara 

elektronik yaitu secara online yang dapat diakses melalui website Aplikasi 

Fidusia Online di bawah bagian Administrasi Hukum Umum pada 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. 

Dalam hal permohonan, Pemohon adalah penerima fidusia, kuasa 

atau wakilnya. Namun dalam praktek, hingga saat ini akses Aplikasi 

Fidusia Online ini baru bisa diakses oleh Notaris yang memiliki akun ke 

Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak 
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Asasi Manusia. Permohonan diajukan dengan mengisi aplikasi sesuai 

dengan petunjuk lalu melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 

Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang 

Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 

Tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah:  

1) untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang 

berkepentingan;  

2) memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia 

terhadap kreditur yang lain Ini disebabkan jaminan fidusia 

memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai 

bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan 

kepercayaan.19 

3) Memenuhi asas publisitas 

G. Sertifikat Jaminan Fidusia 

Sebagai tanda adanya jaminan fidusia, sesuai dengan ketentuan 

dalam pasal 14 ayat (1) UUJF, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan 

Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut sesuai dengan tanggal penerimaan 

permohonan pendaftaran jaminan fidusia. 

Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari buku daftar 

fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana yang disebutkan 

                                                             
Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2004, 

hal 82 



31 
 

dalam formulir Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang diisi secara 

online pada situs milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia.  

Pada Sertifikat Jaminan Fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 

15 Ayat (1) UUJF, pula dicantuman irah-irah dengan kata-kata “DEMI 

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” 

bermaksud untuk memberikan kekuatan eksekutorial, yang sama dengan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Dengan adanya “kekuatan eksekutorial” ini, sertifikat jaminan fidusia 

tersebut langsung dapat di laksanakan tanpa melalui pengadilan dan 

bersifat final serta mengikat pada pihak untuk melaksanakan putusan 

tersebut.20 

H. Hapusnya Jaminan  Fidusia 

Jaminan fidusia hapus secara hukum disebabkan oleh hal-hal 

tertentu. Bertalian dengan itu, dalam ketentuan pasal 25 ayat (1) UUJF  

  Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :  

  a. hapusnya utang yang dijaminkan dengan fidusia ; 

  b. pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia;  atau 

  c. musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 

Sesuai dengan sifat accessoir dari Jaminan Fidusia, adanya 

Jaminan Fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin 

pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya hutang 

                                                             
20 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 214  
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yang dijaminkan fidusia, dengan sendirinya atau otomatis jaminan fidusia 

yang bersangkutan juga menjadi hapus. Dalam hal ini  sebagaimana 

Penjelasan Pasal 25 ayat (1) UUJF, hapusnya utang disini yang 

menyebabkan hapusnya jaminan fidusia antara lain karena pelunasan dan 

bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat oleh kreditor.21 

Sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemeritah nomor 21 

Tahun 2015 yaitu “Dalam hal Jaminan Fidusia hapus sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) maka Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya, 

wajib memberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 

14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia.” 

Sehingga penghapusan tersebut wajib dilakukan penghapusan dengan 

dilakukan pelaporan melalui aplikasi fidusia online pada Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan jangka waktu 

maksimal 14 (empatbelas) hari setelah terbitnya keterangan lunas yang 

dibuat kreditor tersebut.  

I. Eksekusi Jaminan Fidusia  

Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dalam hal pemberi 

fidusia (debitur) berada dalam keadaan cidera janji (wanprestasi). Pemberi 

Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia 

dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Apabila pemberi 

fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia 

pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil 

                                                             
21 Ibid, h. 225 
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benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat 

meminta bantuan pihak yang berwenang. Pada saat eksekusi telah sah 

untuk dilakukan, maka undang-undang memberi hak kepada Penerima 

Fidusia dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai legal owner untuk 

mengambil penguasaan obyek Jaminan Fidusia.  

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur di dalam pasal 29 

sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang 

Jaminan Fidusia. Salah satu cara eksekusi terhadap benda yang menjadi 

obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel 

eksekutorial. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial 

yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap, sehingga ketika debitor cidera janji, kreditor dengan 

menggunakan sertifikat jaminan fidusia tersebut langsung dapat 

melaksanakan eksekusi tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta 

mengikat, para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Berikut 

ketentuan pasal-pasal dimaksud :  

Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan 

Fidusia :  

 

(1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi 

terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat 

dilakukan dengan cara : 

a) pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia; 

b) penjualan benda yangrnenjadi objek Jaminan Fidusia atas 

kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan 

umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil 

penjualan; 

c) penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan 

kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara 
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demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang 

menguntungkan para pihak. 

(2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak 

diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan 

sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang 

bersangkutan. 

 

Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan 

Fidusia : 

 

“ Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek 

Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.” 

 

Penjelasan : 

 

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang 

menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, 

Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan 

Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. 

 

Pasal 31 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan 

Fidusia : 

 

Dalam hal Benda yang menjadi objek Jamiman Fidusia terdiri atas 

benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, 

penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 32 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan 

Fidusia : 

 

“Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang 

menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi 

hukum.” 

 

Pasal 33 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan 

Fidusia :  

 

“Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia 

untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila 

debitor cidera janji, batal demi hukum.” 
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Pasal 34 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan 

Fidusia : 

(1)  Dalam hal basil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia 

wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia. 

(2) Apabila basil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur 

tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar. 

 

Dari pengaturan pasal-pasal di atas, maka dapat diiihat bahwa 

eksekusi Jaminan Fidusia dapat dilakukan melalui cara-cara, antara lain : 

a. Eksekusi langsung dengan titel eksekutorial 

Eksekusi langsung dengan titel eksekutorial yang berarti sama 

kekuatannya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 

tetap. Eksekusi ini dibenarkan oleh Undang-undang Nomor 42 Tahun 

1999 Tentang Jarninan Fidusia karena menurut pasal 15 ayat (2) 

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, 

sertifikat Jaminan Fidusia menggunakan irah-irah “Demi Keadilan 

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berarti kekuatannya 

sama dengan kekuatan putusan pengadilan yang bersifat tetap. Irah-

irah ini memberikan titel eksekutorial dan berarti akta tersebut tinggal 

dieksekusi tanpa harus melalui suatu putusan pengadilan. Karena itu, 

yang dimaksud dengan fiat eksekusi adalah eksekusi atas sebuah akta 

seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

pasti, yakni dengan cara meminta fiat dari ketua pengadilan dengan 

cara memohon penetapan dari ketua pengadilan untuk melakukan 

eksekusi. Ketua pengadilan akan memimpin eksekusi sebagaimana 

dimaksud dalam HIR. 
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b. Pelelangan Umum. 

Eksekusi fidusia juga dapat dilakukan dengan jalan 

mengeksekusinya, oleh penerima fidusia lewat lembaga pelelangan 

umum (kantor lelang), di mana hasil pelelangan tersebut diambil untuk 

inelunasi pembayaran tagihan penerima fidusia. Parate eksekusi lewat 

pelelangan urnum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan 

sebagaimana diatur pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 

42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.  

c. Penjualan di bawah tangan. 

Eksekusi fidusia juga dapat dilakukan melalui penjualan di bawah 

tangan asalkan terpenuhi syarat-syarat untuk itu. Adapun syarat-syarat 

tersebut adalah: 

1) Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan 

penerima fidusia. 

2) Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga 

tertinggi yang menguntungkan para pihak. 

3) Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima 

fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

4) Diumumkan dalam sedikitnya dua surat kabar yang beredar di 

daerah tersebut. 

5) Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan 

sejak diberitahukan secara tertulis. 

d. Eksekusi secara mendaku 
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Eksekusi fidusia dalam cara ini adalah eksekusi dengan cara 

mengarmbil barang fidusia untuk menjadi milik kreditur secara 

langsung tanpa lewat suatu transaksi apapun. Namun hal ini dilarang 

oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang 

Jaminan Fidusia.22 

e. Eksekusi terhadap barang perdagangan dan efek yang dapat 

diperdagangkan. 

Eksekusi terhadap barang tersebut dapat dilakukan dengan cara 

penjualan di pasar atau bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

untuk pasar dan bursa tersebut sesuai dengan maksud pasal 31 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. 

f. Eksekusi lewat gugatan biasa. 

Meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang 

Jaminan Fidusia tidak menyebutkan eksekusi lewat gugatan ke 

pengadilan, tetapi tentunya pihak kreditor dapat menempuh prosedur 

eksekusi biasa lewat gugatan ke pengadilan. Sebab, keberadaan 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 

dengan model-model eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum 

acara yang umum. Tidak ada indikasi sedikit pun dalam Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang 

bertujuan meniadakan ketentuan hukum acara umum tentang eksekusi 

umum lewat gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang.Selama ini 

                                                             
22 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang, Erlangga, Jakarta, 2013, hal 145 
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sebelum keluarnya Undarg-Undang Jaminan Fidusia, tidak ada 

kejelasan mengenai bagaimana caranya mengeksekusi objek Jaminan 

Fidusia. Oleh karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya, banyak 

yang menafsirkan eksekusi objek Jaminan Fidusia dengan memakai 

prosedur gugatan biasa (lewat pengadilan dengan prosedur biasa) yang 

panjang, mahal dan melelahkan.23 

4. Lembaga Pembiayaan 

A. Pengertian Lembaga Pembiayaan 

Lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama 

dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan 

penekanan kegiatan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga 

keuangan berbeda. Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari 

istilah bahasa inggris Financing Institution. Lembaga Pembiayaan ini 

mempunyai kegiatan usaha yang lebih menekankan kepada fungsi 

pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal 

dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. 

Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya 

dibidang jasa keuangan, baik menyediakan dana untuk membiayai usaha 

produktif maupun kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan 

pembiayaan. 

Jadi, dalam kegiatan usahanya lembaga keuangan lebih menekankan 

pada fungsi pembiayaan. Dengan demikian, istilah lembaga pembiayaan 

                                                             
23 Rachmadi Usman, Op.cit, hal. 229. 
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lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah lembaga 

keuangan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan.24 

Kebijakan tentang Lembaga Pembiayaan diatur berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, 

sebagaimana Ketentuan Pasal 1 yaitu : “ Lembaga Pembiayaan adalah 

badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk 

penyediaan dana atau barang modal.”  

Yang dalam kegiatan usahanya Lembaga Pembiayaan berbentuk 

Perusahaan Pembiayaan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 yaitu : 

“Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk 

melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, 

dan/atau usaha Kartu Kredit.” 

Kegiatan Perusahaan Pembiayaan sendiri dibawah pengawasan 

Otorisasi Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana ketentuan : Peraturan 

Otorisasi Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan 

Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan,  Peraturan Otorisasi 

Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha 

Perusahaan Pembiayaan.  Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan Nomor 

30/POJK.05/2014 POJK tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi 

Perusahaan Pembiayaan. 

 

 

                                                             
24 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 2 

http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-pembiayaan/peraturan-ojk/Pages/2peraturan-ojk-tentang-perizinan-usaha-dan-kelembagaan-perusahaan-pembiayaan.aspx
http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-pembiayaan/peraturan-ojk/Pages/2peraturan-ojk-tentang-perizinan-usaha-dan-kelembagaan-perusahaan-pembiayaan.aspx
http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-pembiayaan/peraturan-ojk/Pages/1peraturan-ojk-tentang-penyelenggaraan-usaha-perusahaan-pembiayaan.aspx
http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-pembiayaan/peraturan-ojk/Pages/1peraturan-ojk-tentang-penyelenggaraan-usaha-perusahaan-pembiayaan.aspx
http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-pembiayaan/peraturan-ojk/Pages/peraturan-ojk-tentang-tata-kelola-perusahaan-yang-baik-bagi-perusahaan-pembiayaan.aspx
http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-pembiayaan/peraturan-ojk/Pages/peraturan-ojk-tentang-tata-kelola-perusahaan-yang-baik-bagi-perusahaan-pembiayaan.aspx
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B. Bentuk Perusahaan Pembiayaan 

Lembaga Pembiaayaan dalam menjalankan kegiatannya 

dilaksanakan oleh Perusahaan Pembiyaan, bentuk dari Perusahaan 

Pembiayaanharus berbentuk badan hukum baik Perseroan Terbatas 

ataupun Koperasi.     

Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga 

Pembiayaan : “ Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan 

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur berbentuk Perseroan Terbatas atau 

Koperasi.”  

C. Pengertian dan Pengaturan Pembiayaan Konsumen  

Menurut Sunaryo, Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) 

adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan 

kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala 

oleh konsumen. 25 

Dari definisi tersebut terdapat empat hal penting yang merupakan 

dasar dari pembiayaan konsumen yaitu  

1) Pembiayaan konsumen merupakan salah satu alternatif pembiayaan 

yang dapat diberikan kepada konsumen 

2) Objek pembiayaan adalah barang kebutuhan konsumen seperti 

kendaraan bermotor, barang elektronik, dan lain-lain 

3) Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara berkala, biasanya 

secara bulanan dan ditagih langsung kepada konsumen 

                                                             
25 Ibid, hal. 7 
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4) Jangka waktu pengembalian bersifat fleksibel, tidak terikat ketentuan 

tertentu. 

D. Jaminan dalam Pembiayaan Konsumen   

Dalam praktik pembiayaan konsumen yang dilakukan Perusahaan 

Pembiayaan akan meminta jaminan tertentu guna mengamankan 

pembiayaan yang diberikan. Menurut Munir Fuadi, jaminan yang ada 

dalam pembiyaaan konsumen merupakan prinsipnya sama dengan jaminan 

dalam kredit bank, khususnya kredit konsumen, yaitu jaminan utama, 

jaminan pokok dan jaminan tambahan. 

1) Jaminan utama, dalam bentuk kredit jaminan utamanya adalah 

kepercayaan dari perusahaan pembiayaan (kreditor) pada konsumen 

(debitur) bahwa pihak konsumen dpat dipercaya dan sanggup 

membayar secara berkala (angsuran) sampai lunas atas pembiayaan 

yang telah diterimanya. Jadi, perusahaan pembiayaan konsumen juga 

menerapkan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam perkreditan. 

2) Jaminan Pokok, perusahaan pembiayaan biasanya meminta jaminan 

pokok yaitu berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan 

pembiayaan. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk fiduciary 

transfer of ownership (fidusia), karena adanya fidusia ini, maka 

seluruh dokumen pemilikan barang dipegang oleh pihak perusahaan 

pembiayaan konsumen (kreditor) sampai angsuran dilunasi oleh 

konsumen. 

3) Jaminan Tamabahan, terhadap transaksi dalam pembiayaan konsumen 

berupa pengakuan hutang (promissory notes) atau kuasa menjual 

barang, dan assignment of proceed (cessie) dari asuransi. Disamping 

itu juga dimintakan persetujuan istri/suami untuk konsumen pribadi 

dan persetujuan komisaris/RUPS untuk konsumen perusahaan sesuai 

dengan ketentuan anggaran dasarnya.26   

 

 

 

 

 
                                                             
26 Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek), Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 1999, hal. 166 
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E. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Pembiayaan Konsumen  

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Konsumen 

Sumber : Munir Fuady, Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan, 1999 

 

1) Hubungan Pihak Kreditur dengan Konsumen 

Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumen adalah 

hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. 

Dimana pihak pemberi fasilitas sebagai kreditur dan pihak penerima 

fasilitas pembiayaan sebagai debitur. Pihak kreditur berkewajiban 

memberi sejumlah uang untuk pembelian suatu barang konsumsi, dan 

debitur berkewajiban untuk membayar kembali uang atas pembelian 

barang tersebut secara angsuran kepada pemberi fasilitas pembiayaan. 

Sehingga pemberian fasilitas pembiayaan tersebut berdasarkan 

perjanjian pembiayaan yang tunduk dengan ketentuan Kitab Undang-

undang Hukum Perdata.  

Dengan demikian, sebagai konsekuensi yuridis dari perjanjian 

pembiayaan tersebut, maka setelah seluruh kontrak ditandatangani, dan 

Perusahaan Konsumen     Supplier 
(Kreditur)   (harga barang) 
 
 
 
(Perjanjian Pembiayaan)    (Perjanjian  
       Jual Beli) 
 
 
Konsumen 
(Debitur)   (Penyerahan Barang) 
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dana sudah dicairkan serta barnag sudah diserahkan oleh suplier 

kepada konsumen, maka barang yang bersangkutan sudah langsung 

menjadi milik konsumen, walaupun kemudian biasanya barang 

tersebut dibebani dengan jaminan hutang lewat perjanjian jaminan 

fidusia. 

2) Hubungan Pihak Konsumen dengan Supplier 

Antara pihak konsumen dengan pihak supplier terdapat hubungan jual 

beli, dengan syarat pihak supplier selaku penjual, menjual barang 

kepada konsumen selaku pembeli dengan syarat akan dibayar oleh 

pihak ketiga yaitu pihak pemberi fasilitas pembiayaan (kreditur). 

Sehingga apabila karena alasan apapun pihak pemberi pembiayaan 

tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antara pihak supplier 

dengan pihak konsumen sebagai pembeli akan batal 

3) Hubungan Penyediaan Dana dengan Supplier 

Antara Pihak penyedia dana (pemberi pembiayaan) dengan pihak 

supplier (penyedia barang) tidak mempunyai sesuatu hubungan hukum 

yang khusus kecuali pihak penyedia dana hanya sebagai pihak ketiga 

yang disyaratkan, yaitu disyaratkan untuk menyediakan dana untuk 

digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak supplier dengan 

pihak konsumen.27 

                                                             
27 Ibid, hal. 166-167 


